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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8/PMK.07/2020
TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (20)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020, ketentuan lebih lanjut mengenai
penyaluran Dana Alokasi Umum tambahan diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana

Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
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Menetapkan

Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6410);

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN
ANGGARAN 2020.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.

DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan
yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi

kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber
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dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan
Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa untuk selanjutnya disebut DAU
Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP
Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah dukungan
pendanaan yang  dianggarkan dalam = Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah
kabupaten/kota atas kebijakan penyetaraan penghasilan
tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa
lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.

5. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan
Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Penggajian PPPK adalah dana yang
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara kepada Daerah dengan tujuan membantu
pendanaan penggajian PPPK yang diangkat oleh
Pemerintah Daerah.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

www.peraturan.go.id



2020, No.46

10.

11.

12.

13.

(1)

kewenangan daerah otonom.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai
perangkat kecamatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan
Daerah.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD
adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana
perimbangan yang diterima Daerah kabupaten/kota
dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi dana
alokasi khusus.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penenmaan negara dan membayar seluruh pengeluaran
negara pada bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang

ditetapkan.

Pasal 2
DAU tambahan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini
meliputi:
a. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
b. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan
SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
c. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian

PPPK.
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DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sampai dengan huruf c tidak menjadi bagian
dalam penghitungan:

a. belanja wajib Pemerintah Daerah
provinsi/kabupaten/kota; dan

b. penundaan dan/atau pemotongan penyaluran DAU,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pagu alokasi DAU Tambahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

a. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
sebesar Rp3.000.000.000.000,00  (tiga triliun
rupiah);

b. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan
SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar
Rp1.122.129.935.000,00 (satu triliun seratus dua
puluh dua miliar seratus dua puluh sembilan juta
sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan

c. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian
PPPK sebesar Rp4.260.552.540.000,00 (empat
triliun dua ratus enam puluh miliar lima ratus lima
puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Rincian alokasi DAU Tambahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota

tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78

Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
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